
WALIKOTA BLITAR 

PERATURAN WALIKOTA BLITAR 

NOMOR 50  TAHUN 2014 

 

TENTANG 

 
PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI 

PEMERINTAH SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN 

PEMERINTAH KOTA BLITAR  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
WALIKOTA  BLITAR, 

  

Menimbang    : bahwa sebagai tindak lanjut Keputusan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara Nomor : KEP/135/M.PAN/9/2004 tentang 

Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan 

Walikota Blitar tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja 

Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar ; 

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi 

Jawa Timur/Tengah/Barat ; 

  2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3851); 

  3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 12 

Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 

59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); 
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  4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4438); 

  5. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ; 

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang 

Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 

Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 

Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3243) ; 

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

  8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4594); 

  9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4614); 

  10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata 

Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4663);  

  11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4737); 
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  12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 

  13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi 

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4817); 

  14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 

2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; 

  15. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi 

Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka 

Panjang tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah tahun 

2012-2014; 

  16. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 

KEP/135/M.PAN/9/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 

  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah beberapa diubah dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah ; 

  18. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 

Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di 

Lingkungan Instansi Pemerintah; 

  19. Peraturan  Menteri  Negara  Pendayagunaan  Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 

tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan 

Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 

  20. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah; 
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  21. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang 

Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 

2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah; 

  22. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 18 Tahun 2007  tentang 

Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 

  23. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2008 tentang  

Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota 

Blitar sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah 

Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2010 ; 

  24. Peraturan Walikota Blitar Nomor 27 Tahun 2008 tentang 

Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota 

Blitar ; 

 

  MEMUTUSKAN : 

    

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN 

EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN 

PEMERINTAH KOTA BLITAR. 

   

  Pasal 1 

  Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 

  1. Daerah adalah Kota Blitar.  

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Blitar.  

3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah 

Walikota Blitar.  

4. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kota Blitar.  

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja 

Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar.  

6. Evaluasi adalah proses penilaian yang sistematis mencakup 

pemberian nilai, atribut, apresiasi dan pengenalan 

permasalahan serta pemberian solusi-solusi atas 

permasalahan yang ditemukan.  

7. Evaluator adalah pejabat Inspektorat Daerah Kota Blitar 

yang diberi perintah untuk melaksanakan proses penilaian.  
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8. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya 

disingkat AKIP adalah perwujudan kewajiban suatu SKPD 

untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan 

kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai 

sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem 

pertanggungjawaban secara periodik.  

9. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang 

selanjutnya disingkat LAKIP adalah dokumen yang berisi 

gambaran perwujudan Akuntabilitas Kinerja SKPD yang 

disusun dan disampaikan secara sistematik dan melembaga.  

10. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah 

kegiatan analisis kritis, penilaian yang sistematis, pemberian 

atribut, pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi 

untuk tujuan peningkatan kinerja dan akuntabilitas SKPD 

oleh Inspektorat.  

11. Laporan Hasil Evaluasi yang selanjutnya disingkat LHE 

adalah laporan Inspektorat yang menyajikan informasi 

pelaksanaan sistem AKIP dan evaluasi atas kinerja SKPD 

yang dievaluasi sehingga diperoleh data sebagai bahan 

perbaikan. 

  Pasal 2 

  (1) Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah di 

Lingkungan Pemerintah Kota Blitar sebagaimana tersebut 

dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini merupakan bagian 

yang tidak terpisahkan, dan digunakan sebagai acuan dalam 

rangka pelaksanaan evaluasi AKIP SKPD. 

(2) Kriteria Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan 

Pemerintah Kota Blitar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

menggunakan Lembar Kriteria Evaluasi dan Template Kertas 

Kerja Evaluasi sebagaimana tersebut dalam Lampiran II 

Peraturan Walikota ini. 

   

  Pasal 3 

  Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), 

merupakan panduan bagi evaluator yang berkaitan dengan: 
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  a. pemahaman mengenai tujuan evaluasi dan penetapan ruang 

lingkup evaluasi; 

b. pemahaman mengenai strategi evaluasi dan metodologi yang 

digunakan dalam evaluasi; 

c. penetapan langkah-langkah kerja yang harus ditempuh dalam 

proses evaluasi; dan 

d. penyusunan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) dan mekanisme 

pelaporan hasil evaluasi serta proses pengolahan datanya. 

   

  Pasal 4 

  Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kota Blitar. 

 

 

Ditetapkan di Blitar 

pada tanggal  2 Juli 2014      

WALIKOTA BLITAR, 

  
ttd.   

 

MUH. SAMANHUDI ANWAR 

 

Diundangkan di Blitar 

pada tanggal 2 Juli  2014 

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR 

                           

                       Ttd. 

                   Ichwanto 

 
BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2014 NOMOR 50 

 

       Salinan sesuai dengan aslinya 

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR 
            Kepala Bagian Hukum  

 

 

                   Hardiyanto 
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LAMPIRAN II   : PERATURAN WALIKOTA BLITAR 

NOMOR : 1 TAHUN 2011 

TANGGAL  : 10 JANUARI 2011 

 

 
 

 
HUBUNGAN KERJA 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

SKPD 

 

1. Membuat dan 

menyampaikan 

daftar paket 

pekerjaan/kegiatan 

dengan nilai 

pengadaan 

barang/pekerjaan 

kontruksi/jasa 

lainya di atas Rp. 

200 juta dan 

pengadaan Jasa 

Konsultansi di atas 

Rp. 50 juta yang 

akan dilelang 

berikut Dokumen 

SEKRETARIAT 

ULP 
 

1. Menerima daftar 

paket 

pekerjaan/kegiatan 

dengan nilai 

pengadaan 

barang/pekerjaan 

konstruksi/jasa 

lainnya diatas Rp. 

200juta dan 

pengadaan jasa 

Konsultansi diatas 

Rp. 50 juta yang 

akan dilelang 

berikut dokumen 

KELOMPOK 

KERJA/ PANITIA 

PENGADAAN 

 

1. Melakukan proses 

pemilihan 

penyedia  

barang/jasa sesuai 

Perpres No. 54 

Tahun 2010 

sebagaimana telah 

dirubah Perpres 

70 Tahun 2012 

2. Menyampaikan 

hasil lelang dan 

data dukung 

kepada SKPD 
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 ttd 

 
 

 WALIKOTA 
BLITAR 
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LAMPIRAN III   : PERATURAN WALIKOTA BLITAR 

NOMOR : 1 TAHUN 2011 

TANGGAL  : 10 JANUARI 2011 

 

 

MEKANISME DAN PROSEDUR PENGADAAN BARANG/JASA 
 

SKPD UNIT LAYANAN PENGADAAN 
PENYEDIA 

BARANG PA KPA/PPK Sekretaris/Ketua 
Kelompok 

Kerja 
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YA 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

TIDAK 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

TIDAK 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

               YA 

 
 
 

 
 

 
TIDAK 
 

 
 

 
 
 

 
 

Menyusun 
perencanaan 
pengadaan 

barang/jasa dan 
menetapkan paket-

paket pekerjaan 
disertai dengan 

Dokumen 
Administrasi, Teknis 

dan HPS 
Permohonan 

Pengadaan barang/jasa. 

Dengan menyampaikan 

paket-paket yang akan 

dilelangkan, disertai 

dengan Dokumen 

Administrasi, Teknis dan 

HPS 

Menyampaikan 

paket-paket yang 

akan dilelangkan, 

disertai dengan 

Dokumen 

Administrasi, Teknis 

dan HPS 

Menyusun jadwal 
pelaksanaan dan 

metode pelelangan 
dan Dokumen 

Pemilihan 

Pengumuman 

Pendaftaran, 
Pengambilan Dokumen 

Pelaksanaan 
pelelangan 

Penetapan 
pemenang 

Pengumuman 

Pemenang 

Menyampaikan hasil 
lelang dilengkapi 
dengan copy berkas 
penawaran dan 
berkas proses lelang 

Menjawab 
sanggahan 

Ada 
Sanggahan ? 

Mengirim 
sanggahan 

Proses 
 sanggahan 

selesai ? 

Sanggahan 
banding 

Penunjukan 
penyedia 

Barang/Jasa 

Menjawab Sanggah 
Banding 

Membantu menjawab 
sanggah banding 

Kontrak 

Membantu menjawab 
sanggah banding 

Start 

End 
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   D 
   A 

   K 
 

 
 

YA 

 

 
 

 
 

 

YA 
 

 
 

 
 
 

 
 

  

 ttd 

Sanggah 
banding diterima? 

Proses awal 
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 WALIKOTA 
BLITAR
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